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  ABSTRAK  - Bahwa pelindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan 
merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat sehingga terwujud keadilan sosial sesuai dengan 
amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, Nelayan dan Pembudidaya Ikan memiliki peranan yang sangat penting 
dalam penyediaan komoditas Perikanan di Daerah sehingga diperlukan 
pelindungan dan pemberdayaan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan 
untuk mengatasi permasalahan dalam menjalankan Usaha Perikanan, dan 
diperlukan suatu aturan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum 
kepada semua pihak di Daerah yang terlibat dalam Pelindungan dan 
Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan. 
 

  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4033), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten 
Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268), Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
443) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073), Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya 
Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 6841), Peraturan Pemerintah Nomor 28 
Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6101). 
 



  - Dalam Peraturan Daerah Ini diatur tentang Ketentuan Umum, diatur tentang 

Perencanaan dan Pendataan, diatur tentang Penyelenggaraan Pelindungan, 

diatur tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan, diatur tentang Pembiayaan, 

diatur tentang Peningkatan Skala Usaha, diatur tentang Pelaku Usaha dan 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, diatur tentang Insentif dan 

Disinsentif, diatur tentang Pengawasan, diatur tentang Partisipasi Masyarakat, 

diatur tentang Larangan, dan Ketentuan Penutup. 
 

 CATATAN : -  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Februari 2023. 
  -  Penjelasan: 13 halaman. 
 


